,BUPATI BENGKALIS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
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: TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

“Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemngkatan kuahtas Pelayanan Pemenntahan

' ' dan° Pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan - -
o dan kemakmuran masyarakat diperlukan sumber pemblayaan yang
i berasal dari pajak yang diantara lain melalui Pajak Air Tanah; i

b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf  h Undang Undang
~ “Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, - .
- Pajak Alrtanah merupakan salah satu j jems Pajak Kabupaten/Kota

‘C.fbahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam " e
- huruf a dan. huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang,
: Pajak Aeranah L

Mengingat - : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah . .

.~ . - Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera .

- Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 1956 e
Nomor 25); -

- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
. (Lembaran.‘Negara Republik Indonesia’ Tahun- 1981 Nomor 76
~~ . Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 3209);

- 3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua =
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak -
~dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = .
-..2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republlk lndonesm okt
- Nomor 3987); - A% U

-4, "Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak” o
"~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang Undang Nomor 17 ‘Tahun-2003 tentang Keuangan Negara :
~ (Lembaran Negara Repubhk Indonedsia Tahun 2003 Nomor 47,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran - Negara Republlk Indonesia  Tahun' 2004 . Nomor 32
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesxa Nomor 4377)

7. Undang Undang Nomor 10 Tahun: 2004 “tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran ‘Negara - Republik = -

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, -Tambahan Lembaran Negarark ik

‘ “Republlk Indonesna Nomor 4389) G T s

e i



8

, ‘-2_  

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

sebagaimana telah diubah . untuk keduakalinya dengan’ Undang-

‘Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas .

- Undang- Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2008 Nomor
- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -

Undang Undang Republlk IndoneS|a Nomor 33 Tahun 2004 tentang S

, Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

10. U
1.

12,
- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -
e .;Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor;

' -7'13.'Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

| (Lembaran "Negara Republik- IndonesiaTahun 2005 Nomor 165,

| 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4438);
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan .

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor»

© 5049);

‘Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perllndungan dan} o
~ Pengelolaan Lingkungan Hidup - (Lembaran Negara - Republik -

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, - Tambahan Iembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5059 ). '

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan,

Pembinaan. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -

i ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593);

14,

. (Lembaran “Negara Republik - Indonesia ‘Tahun 2008 Nomor 83,

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan'

Urusan Pemerintahan - antara Pemerintah, Pemerintahan- Daerah‘”'“

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran . .
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 82 Tambahan -
= Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4737) :

Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Alr Tanah T

S ﬂTambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4859)

16,
- Tahun 1998 tentang Penyidik . Pegawai ‘Negeri Sipil dilingkungan: R

e Pemerlntah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkalis (Lembaran Daerah:}{ O
: Kabupaten Daerah Tlngkat Il Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01); o

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008<
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten:
- Bengkalis* (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008
. Nomor 07);
18.
" Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah

i

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I Bengkahs Nomor 14

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 tentang =

Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);




: Menetapkan :

Dengan Persetu;uan Bersama e

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS

S Sdan
BUPATI'BENGKALiS_

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

. BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1.
2.

'"Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

,Pemenntah Daerah adalah Bupatl beserta perangkat daerah sebagal ,‘ ,

.unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah
Bupati adalah Bupatl Bengkalls

undangan E .
Badan - adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan -

S Pejabat adalah ‘Pegawai - Negen Slpll yang dlberl tugas tertentu\v :
‘dlbldang perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang—"

‘'usaha  yang - meliputi. perseroan terbatas, ‘perseroan- komanditer, - .

“perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan = .
* usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kong3| koperasi, dana - pensiun, persekutuan, perkumpulan, -
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

~"lainnya, lembaga dan bentuk badan Ialnnya termasuk kontrak mvestasx e
;kolektlf dan bentuk usaha tetap ‘

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontnbu3| wajlb’
kepada Daerah’ yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan * Undang-Undang, dengan ' tidak
mendapatkan imbalan  secara langsung dan  digunakan untuk
keperluan Daerah bag| sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambllan dan/atau

pemanfaatan air tanah.

. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam Iaplsan tanah atau batuan di -

bawah permukaan tanah

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau Jangka 4

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menJadl dasar ~bagi Wajib Pajak untuk';,
: menghltung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang

10 Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah, E
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksx ‘administratif
: berupa bunga dan/atau denda. - : <

11, Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SSPD, adalah -
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dllakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kasa
Daerah melalui tempat pembayaran yang dltunjuk oleh Bupati.



 - ) 12 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat képutdsan yang
' membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan -
dalam . penerapan ketentuan- tertentu -dalam peraturan ‘perundang-

: undangan perpajakan Daerah yang terdapat ‘dalam Surat Ketetapan

Pajak Daerah, -Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
‘Tagihan . pajak .Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan keberatan

13 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan‘

“terhadap Surat Pembentahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat - Ketetapan “Pajak Daerah ~Kurang Bayar, Surat

_Ketetapan Pajak Daerah  Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak

“Daerah Nihil, ‘Surat - Ketetapan ' Pajak Daerah Lebih Bayar, atau

" “terhadap pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga yang};,;

" diajukan oleh Wajib Pajak

14 Pembukuan adalah suatu. proses pencatatan yang dllakukan secara
- teratur untuk ‘mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasnlan dan blaya serta jumlah

‘harga perolehan ‘dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup’
~dengan ‘menyusun laporan keuangan beruapa neraca: dan Iaporan e

Iaba rugl untuk penode Tahun Pajak tersebut :

’ e BAB lI S SN
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

PasaIZ 7‘ e

: (1)Set|ap keglatan pengambllan dan pemanfaatan air tanah dlpungut—",

pajak dengan nama Pajak Air Tanah

" (2) Objek Pajak Alr Tanah adalah pengambllan dan/atau pemanfaatan‘_“y

~ AirTanah. :
(3) leecuallkan dan objek Pajak A|r Tanah adalah

L a Pengambllan -dan/atau pemanfaatan Alr Tanah untuk keperluan '
“.dasar rumah tangga pengalran pertaman dan perlkanan rakyat‘

~ serta perlbadatan dan

b Pengambllan dan/atau pemanfaatan Alr Tanah untuk kepentlngan,

pemerlntahan dan keglatan SOSIaI

Pasal 3

“(1)Subjek Pajak Alr Tanah adalah orang pnbadl atau Badan yang‘,

melakukan. pengambllan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

(2) Wajlb Pajak A|r Tanah ‘adalah orang . pnbadl atau Badan yang':

melakukan pengambllan dan/atau pemanfaatan Alr Tanah. o

S  BABII e
'DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Alr Tanah adalah Nllal Perolehan Air Tanah

- @) Nllal Perolehan’ Alr Tanah sebagalmana pada ayat (1), dinyatakan - 5
dalam rupiah yang dlhltung dengan mempertlmbangkan faktor—faktor_ i

'sebagal berikut: -
a. Jenlsysumber alr tanah;

" b. lokasi sumber air tanah; -




L TP .

0 " C. tu;uan pengambllan dan/atau pemanfaatan alrtanah

g d volume alr tanah yang dlambll dan/atau dlmanfaatkan

"‘.}e kuahtas alrtanah dan lzf

o f tlngkat kerusakan Ilngkungan yang dlaklbatkan oleh pengambllan

dan/atau pemanfaatan air tanah

:’(3) Besarnya N|Ia| Perolehan A|r Tanah sebagalmana dlmaksud pada’
‘ ayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Bupatl :

Pasal 5

Tanf Pajak A|r Tanah dltetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan :
'perolehan Nllal Alr Tanah (NPA) '

Pasal 6

- Besaran pokok Pajak A|r Tanah yang terutang dlhltung dengan cara
'mengahkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar
pengenaan pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

R BAB lV e
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

Pajak Air Tanah dlpungut d| WIlayah Daerah tempat pengambilan
';dan/atau pemanfaatan A|r Tanah S e STy

| . pABV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

_ Masa Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadl =
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghntung, menyetor dan melaporkan .
: ’~'pajak yang terutang . : .

Pasal 9

fPaJak terutang terjad| pada saat keglatan pengambllan dan/atau:v
‘ ‘pemanfaatan Aeranah e , : o

¢ BABVI e
TATA CARA PENETAPAN PAJAK -

Pasal10 o i

ks (1) Setlap Wajlb Pajak Wajlb membayar Pajak yang terutang berdasarkan"

SKPD atau dokumen Ialn yang dlpersamakan

,(2) Dokumen lain’ yang dlpersamakan sebagalmana dxmaksud Pada‘

ayat (1) berupa karcis dan/atau nota perhitungan. -

. 1'(3) Tata cara penerbltan SKPD atau dokumen lain yang dlpersamakan 'g ', ,
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena| tata cara pengisian dan penyampalan

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dlmaksud el

] dalam pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupatl

Ty




' T BABVII . R
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dllakukan di Kas , g

~Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupatl sesuar waktu yang
~ ditentukan dalam SKPD dan STPD. o 8

: (2) Apabnla pembayaran pajak’ dllakukan di tempat Ialn yang drtunjuk hasrl o

~penerimaan - Pajak harus disetorkan | ke .Kas Daerah- selambat-"‘

lambatnya 1x24] jam atau dalam waktu yang dltentukan oleh Bupatl

o (3) Pembayaran pajak dllakukan sekallgus atau luhas. e
(4 Pembayaran pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

‘ drlakukan dengan menggunakan SSPD."

Pasal 12

'(1)SKPD STPD Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan'

Keberatan, ‘dan putusan Banding, yang menyebabkan Jumlah Pajak
'yang harus dlbayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam_ Jangka waktu pallng lama 1 (satu) bulan sejak \

tanggal dlterbltkan

: (2) Bupatr atas permohonan Wajlb Pajak setelah memenuhl persyaratan .

yang dltentukan dapat memberikan persetujuan:- kepada Wajib Pajak " e

untuk mengangsur - atau menunda pembayaran Pajak- Arr Tanah, -

dengan drkenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan

o (3) Ketentuan' Ieblh Ianjut mengenar tata cara pembayaran penyetoran s

tempat- pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak
dlaturdengan Peraturan Bupatl - ey

Pasal 13

'(1) Surat Teguran sebagal awal tmdakan pelaksanaan penaglhan pajak ;

dukeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran

- Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh_; : " 3

pejabat yang ben/venang

Pasal 14

. ,-Bupatl atau pejabat yang dltunjuk menerbltkan Surat Paksa apablla :

~jumlah - pajak yang harus dibayar berdasarkan SKPD, STPD, Surat

o Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan “dan: Putusan. ;
- Banding. tldak dllunaS| dalam Jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggalf

' dlterbltkan

Pasal15

o Apablla pajak yang harus dibayar trdak dilunasi dalam Jangka waktu 2x24 ‘
jam :setelah ‘tanggal pembentahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat‘

” segera menerbltkan surat penntah melaksanakan penyltaan




Pasal 16

e (1)Setelah dllakukan penyltaan dan Wajlb pajak belum juga melunas:i;‘v

utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari. sejak tanggal . .
~ pelaksanaan - surat perlntah melaksanakan penyitaan, Bupati atau

- pejabat ‘mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan;:a,;
kepada Juru Sita Pengadllan Negeri. £ i

,(2) Setelah Juru Sita Pengadllan Negen menetapkan han tanggal Jam S

~dan’ tempat pelaksanaan lelang, Juru Slta membentahukan dengan i

segera secara tertuhs kepada Wajlb pajak

Pasal 17

- Bentuk jenis: dan tata cara peng|3|an formullr yang dlgunakan untuk

,',;_;pelaksanaan penag|han pajak daerah diatur -lebih lanjut  dengan

f;Peraturan Bupatl

: BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

: T Sy Pasal 18 S ; 7 |
| «‘—3f:(1) Wajlb pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl atau"fi' :
' . pejabat atas suatu SKPD e

(2) Permohonan keberatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus -
T dlsampalkan secara tertulis dalam bahasa Indones:a dengan dlsertal S
-alasan- alasan yang Jelas ) . .

S ; +(3) Keberatan harus dlajukan dalam Jangka waktu pallng lama 3 (tlga) |
' bulan. sejak ‘tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan - .
sebagalmana dimaksud‘pada ayat (1) kecuali jika Wajlb Pajak dapat

e menunjukan - bahwa jangka waktu itu tldak dapat dlpenuhl karena
~_keadaan di Iuar kekuasaannya g S . '

S ,(4) Keberatan dapat diajukan apablla Wajlb Pajak telah membayar palmg“;'ﬂ.'
“sedikit sejumlah yang telah dlsetu1u1 Wajib: Pajak '

- 3 (5) Keberatan yang tidak ‘memenuhi persyaratan sebagaimana dlmaksudr';»f :

_pada ayat (1). ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dlanggap sebagau

: -Surat Keberatan sehmgga tidak dlpertlmbangkan .
(6) Tanda Penerlmaan surat keberatan yang. dlberlkan oleh Bupat: atau-

- Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengnnman surat keberatan melalupx;"_

~surat Pos tercatat sebagal tanda buktl penenmaan surat keberatan

' Pasal 19,, S

(1) Bupatl dalam Jangka waktu pallng lama 12 (dua belas) bulan sejaka' 3

‘tanggal Surat Keberatan . dltenma harus memberl keputusan atas = L

keberatan yang dlajukan

'_f ( ) Keputusan Bupati atas' keberatan dapat berupa menerima seluruh atau’ =
_ sebaglan menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang ‘

’ (3) Apablla setelah lewat waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (3).';:; '“

" Bupati atau pejabat “tidak membenkan keputusan permohonan,‘
' keberatan dlanggap dlkabulkan , o
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Pasal 20

(1)Wan PaJak dapat mengajukan permohonan bandlng hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap - keputusan mengenal keberatan yang
dltetapkan oleh Bupat| R ST SE

i (2) Permohonan bandlng sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan

~secara_ tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
~dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan dltenma dllampm; ;

sahnan dari surat keputusan keberatan tersebut. -

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajlban membayar :
pajak sampal dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbltan Putusan ‘

Bandlng

Pasal 21

i (1)J|ka pengajuan keberatan atau permohonan bandlng dlkabulkan.t

sebaglan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
~untuk palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan

(~_2) Imbalan’ bunga sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlhltung sejak’ :

bulan pelunasan sampal dengan dlterbltkannya SKPDLB.: o
(3) Dalam hal. keberatan Wajlb PaJak ditolak atau dlkabulkan sebaglan

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% -
~ (lima puluh - persen)  dari . jumlah - ‘pajak berdasarkan keputusan»;-
" keberatan - dikurangi dengan Pajak yang telah dlbayar sebelumg

L mengajukan keberatan.

' 1’:(4) Dalam hal’ Wajlb Pajak mengajukan permohonan bandmg,sanksu e

admmlstratlf berupa .denda sebesar 50% (lima puluh persen) '

sebagalmana dmaksud pada ayat (3) tidak dlkenakan ,

{‘3_'(5) Dalam hal permohonan bandmg ditolak atau- dlkabulkan sebaglan
o ,Wajlb Pajak dikenai sanksi admlnlstratlf berupa denda sebesar 100%

~ (seratus - persen) . dari jumlah pajak  berdasarkan -Putusan. Bandmg‘
dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dlbayar sebelum,

- mengajukan keberatan

SR BAB IX A '

e PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN

= :KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
: e SANKSI ADMINISTRASI ' :

Pasal 22

: (1) Atas permohonan Wajlb Pajak atau karena jabatannya Bupatl dapat

“membetulkan ‘SKPD atau- STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan  hitung kekeliruan : penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan

7 - daerah
& (2) Bupatn dapat

. f a mengurangkan atau menghapuskan sank31 admlmstratlf berupa -
bunga denda,-dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi

‘tersebut - dikenakan karena kekhllafan Wajlb Pajak atau bukan
karena kesalahannya : ~

b mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD yang tldak .

benar




‘C. mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD

A,d membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak Yang*}sff .

_dilaksanakan atau dlterbltkan tldak sesual dengan tata cara yang -

dltentukan dan

e mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertlmbanganf; o

Pajak

- kemampuan membayar Wajlb Pajak atau kondlsu tertentu objek-

: (3) Permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan B
' penghapusan atau  pengurangan sanksi administrasi atas SKPD -
~sebagaimana’ dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara .

- tertulis* oleh - wajib  pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-
Iambatnya 30 (tiga-puluh) hari sejak tanggal dlterlma SKPD dengan

memben alasan yang Jelas

- (4) Bupatl atau pejabat lain pallng Iama 3 (tlga) bulan sejak permohonan' )

sebagalmana “dimaksud pada ayat (2) dltenma sudah harus

memberltahukan keputusan

 1(5) Apablla setelah lewat waktu 3 (tlga) bulan sebagalmana dlmaksudxv G

_ pada ayat (3), Bupati atau pejabat tidak dapat memberikan keputusan

- -permohonan. pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan o

penghapusan sank31 admmstrasn dlanggap dlkabulkan

. DR BAB X } .
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasa123

‘ ‘(1) Wa]lb pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan keleblhan

. pembayaran pajak kepada Bupati atau’ pejabat secara tertuhs dengan - "

L menyebutkan e sekurang kurangnya S
a nama dan alamat Wajlb pajak

b masa pajak o :
e besarnya keleblhan pembayaran pajak
Cd SKPDN. S -

‘:(2) Bupati dalam jangka waktu palmg lama 12 (dua belas) bulan, sejak

dltenmanya permohonan pengembalian kelebihan: pembayaran Pajak ; |

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus membenkan keputusan.

 (3) Apablla jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) telah' =
~ dilampaui dan Bupati tidak  memberikan keputusan, permohonan
pengemballan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDL‘B e

~harus diterbitkan dalam jangka waktu pahng lama 1 (satu) bulan.

 (4) Apablla _wajib pajak mempunyan utang pajak Iamnya _kelebihan f

pembayaran’ pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung S :

dlperhltungkan untuk melunasn terlebih dahulu utang pajak tersebut.

"  (5) Pengembahan keleblhan pembayaran Pajak sebagaimana dlmaksud_ "
- pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu pallng lama 2 (dua) bulan ;

sejak dlterbltkannya SKPDLB

(6) Jika pengemballan keleblhan pembayaran pajak dllakukan setelah
“lewat jangka waktu 2 (dua) bulan dlterbltkannya SKPDLB, Bupati -
. .memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas =

keterlambatan pembayaran keleblhan pembayaran Pajak
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Pasal 24

Apablla keleblhan pembayaran pajak dlperhltungkan dengan utang pajak
* lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) pembayaran -
dilakukan dengan cara pemlndah bukuan yang berlaku sebagal bukt| ,

-pembayaran S e

S BABXI e
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penaglhan pajak kedaluwarsa sefelah g
melampau: jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya-

Pajak, kecuali apabila Wajlb Pajak melakukan tmdak pldana bldang o

perpajakan Daerah

‘(2) Kedaluwarsa penag|han pajak sebagalmana d|maksud pada ayat (1)‘

tertangguh apablla

’ a dlterbltkan surat teguran dan surat paksa atau

b ada pengakuan utang pajak darl Wajlb pajak balk Iangsung atauf

ﬂdaklangsung

‘ (3) Dalam hal d.terbltkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagalmana
~ dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penaglhan dlhltung sejak »

tanggal penyampalan Surat Paksa tersebut

) A(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagalmana dlmaksud
- pada ayat (2) huruf b ‘adalah Wajib ‘Pajak dengan. kesadarannya
menyatakan masih- mempunyai utang Pajak dan belum melunasmya

kepada Pemenntah Kabupaten Bengkalls

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagalmana d|maksud pada_ B
ayat (2) huruf b 'dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran .

-atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wapb

Pajak | »
Pasal 26 U e

(1)P|utang Pajak yang tldak mungkln dltaglh Iagn karena hak untuk '

- melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dapat dlhapuskan

() Bupat| menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang Pajak yang.

. sudah kedaluwarsa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).

(3 Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
L dengan Peraturan Bupatl L , :

ER e BABXI:
= PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

y“.'(1)WaJ|b Pajak yang melakukan keglatan pengambllan dan/atau

‘pemanfaatan: air tanah dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,-

. :(tiga ratus juta rupiah) per tahun Wajlb menyelenggarakan pembukuan :

dan pencatatan

| g(2) Kriteria Wajlb Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara

“pembukuan atau pencatatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dlatur dengan Peraturan Bupatl




1 . Pasal 28

((1) Bupatl berwenang melakukan pemenksaan untuk mengup kepatuhan

~pemenuhan = kewajiban ‘perpajakan . _daerah - . dalam: rangka -

o melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- ,(2) Wajlb Pa;akyang dlperlksa Wajlb ‘ '

a. memperhhatkan ‘dan / atau memlnjamkan buku atau catatan

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang-!{"'

, - berhubungan dengan Pajak yang terutang

b memberlkan kesempatan ‘untuk memasukl tempat atau_ ruanganf

~yang dlanggap perlu dan} membenkan bantuan guna. kelancaran '71 ‘

pemenksaan dan/atau -

. c membenkan keterangan yang dlperlukan

dengan Peraturan Bupatl

BABXI
PENYIDIKAN L EE

Pasal 29 :

o '(3) Ketentuan Ieblh lanjut mengenal tata cara pemerlksaan pajak dlatur‘ o :

(1)Pejabat Pegawal Negen Slpll tertentu d| Llngkungan Pemerintah

Kabupaten -~ diberi ~ wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

- yang berlaku. -

V(2) Wewenang Penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
e a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

o melakukan penyldlkan Tindak Pidana dibidang- Pajak = Daerah L
sebagalmana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pldana S

laporan berkenaan dengan tindak pldana bldang perpajakan Daerah -

-agar keterangan atau laporan tersebut menjadl lengkap atau jelas;

" b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

~ pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan

T -ysehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

' sehubungan dengan ’undak pidana bldang perpajakan Daerah;

" - ¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari-orang pribadi atau badan S

7 d. memeriksa buku- buku, catatan catatan dan dokumen-dokumen lain - |

.berkenaan dengan tindak pldana di bldang perpajakan Daerah;

e. melakukan - pengeledahan - untuk mendapatkan bahan bukti -
- pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan ke

. . k‘penyltaan terhadap bahan bukt| tersebut

penyudlkan tindak pidana dlbldang perpajakan Daerah

’7;g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menlnggalkan g
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
‘dan memeriksa  identitas - orang dan/atau dokumen yang- dlbawari

o sebagalmana dlmaksud pada huruf e;

" h. memotret - ~seseorang yang berkaltan dengan tlndak pldana’f
-~ perpajakan Daerah E o
i memanggil orang untuk’ dldengar keterangannya dan dlpenksa

sebagai tersangka atau saksi; -
menghentlkan penyidikan; :

.

. ,,’ff‘”’\f..memlnta bantuan tenaga ‘ahli dalam: rangka pelaksanaan tugas e

‘k‘.:‘melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan'}
. tindak p|dana dlbldang perpajakan Daerah menurut ketentuan-'
o ;perundang undangan ‘ :




A 7(3) Peny|d|k sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) membentahukan
N - dimulainya penyidikan dan menyampalkan hasil penyldlkannya kepada
_penuntut umum melalun penyldnk pejabat Kepolisian Negara Republik
“Indonesia  sesuai  dengan ' ketentuan yang diatur dalam

. Undang Undang Hukum Acara Pudana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PEN UTUP

R o R Pasal 30

oA ',Ha hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah |n| ‘sepanjang
LE 'mengenal pelaksanaannya akan dlatur leblh Ianjut dengan Peraturan
. - Bupatn

Pasal 31

4Peraturan Daerah |n| mulan berlaku pada tanggal dlundangkan

) Agar - setiap . orang mengetahumya memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
\Kabupaten Bengkahs

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Men 2011

- Dlundangkan di Bengkalls
pada tanggal 24 Mel 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

"Drs. H. ASMARAN HASAN
_ PEMBINA UTAMA MUDA -
© NIP.19550720 198003 1 008"

' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 03.
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i PENJELASAN ATAS i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 0
N NOMOR 03 TAHUN 2011 N

TENTANG

o

PAJAKAIR TANAH

UMUM

»‘Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat pentlng bagn Daerah
“dalam rangka penyelenggaraan pemerlntahan dan pembangunan Daerah Untuk itu,
j-sejalan dengan tUJuan otonom| Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak

' ‘Daerah dari waktu ke waktu harus senantlasa dltmgkatkan Hal ini dlmaksudkan agar

L ;peranan Daerah dalam memenuhl kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyedlaan e
3 :pelayanan kepada masayarakat dapat semakln menlngkat : ‘

: Salah satu jems pajak yang dapat dlpungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai ,.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang’ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -

- adalah PaJak Air Tanah. Sesual ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor -
'f28 “Tahun 2009 tersebut pemungutan Pajak Daerah harus- dltetapkan dengan

" V«’Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini- -~ -

L

' ; ‘ Pasal 4

- 4PaSaI 6

Pasal 8

} PASAL DEMI PASAL\ o

_Pasal1 - B

. Cukup jelas
‘~ ‘Paéal 3

: Pasal 5

_adalah dlmaksudkan agar Pemermtah Daerah Kabupaten Bengkahs dapat memungut e
Pajak Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ) :

7Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dlatur secara Jelas dan- tegas mengenal o
i objek ‘'subjek, dasar pengenaan dan tarlf Pajak Air Tanah Di sampmg ltu Juga dlaturl
“ ;hal hal yang berkaltan dengan admlmstraSI pemungutannya o o :

Cukup jelas -
Pasal 2.

Cukupjelas”,

Cukup jelas

Cukup jelas e

Cukup Jelas' i
Pasal? « | ,
- Cukup Jelas ey

CUkUp Jelasb : ‘




 pasais

APasal‘IO

‘ Pasal 12

i Pasal 13

CUkUp jelas.',

Pasal 16
: :Pasal 17
: ,Pasal 18

7‘ Pasal 20"

Pasal 22

e Cukup Jelas : o

: Pasal 23

B Pasal 24

, Cukup jelas
| Pa§aI25 Rt
- KECURUP'jelas

- Pasal 26

; '_Cukup’jeliaé‘;? | :

Cukup jelas L

L Cukup Jelas; :
| ;‘;',”»‘,Pasal 11 : e

Cukup Jelas .

Cukup jelas: ,
‘:~-Pasal 14 |
CUkUpjeIas‘,’;‘? A
Pasal15 ol

Cukup Jelas'fl':'_,
Cukup Jelas e

T Cukup jelas,‘;_“_: )
| :Pasal19 ‘ f |
Cukup Jeié's:.f B

- Cukup Jelasﬂ‘:,:}‘i
Pasal21 .‘
: Cukup jelas_"—‘f i

Cukup jelasv

- 14_ ( -




Pasal 27 B
-Cukup jelas i
Pasal28

Cukupjélas ‘,: o
 Pasal2e

n “Cukup jelas -

Pasal 30 o §
. Cukup jelas L i
‘Paﬁsal"31 e

_Cukup jelas '




